SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 186/PL.02.5-Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

SEBAGAI AUDITOR LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DEMAK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017
tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana
Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 88/P1.02.5-
Kpt/3321/Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Demak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor 119/PL.02.5-Kpt/3321/KPU-Kab/X/2020 tentang
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Demak Nomor 88/PL.02.5-
Kpt/3321/Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Dana



Mengingat

Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Demak Tahun 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak
tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik sebagai
Auditor Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Demak dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-

Peraturan Negara Tahun 1950);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017

tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana
Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum



Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan  Jadwal
Penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan  Jadwal
Penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2020;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 514 /PL.02.5-
Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;



Memperhatikan

Menetapkan

12.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Demak Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Kabupaten  Demak  Nomor 56/PP.01.2-
Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang perubahan ketiga
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019
tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Demak Tahun 2020;

13.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor 58/PL.02-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang
Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Demak Lanjutan Tahun 2020;

14.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor 88/P1.02.5-Kpt/3321/Kab/VII/2020 tentang
Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 119/PL.02.5-
Kpt/3321/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor 88/P1.02.5-Kpt/3321/Kab/VII/2020 tentang
Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Demak tanggal 29 November 2020.

MEMUTUSKAN
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI AUDITOR
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DEMAK DALAM PEMILIHAN BUPATI



DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020
KESATU : Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Laporan Dana
Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun
2020 adalah sebagai berikut:
1. Kantor Akuntan Publik “Darsono dan Budi CS”, Jl
bertugas mengaudit Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Demak dr. Hj. EIST’'ANAH, SE dan KH. ALI
MAKHSUN, M.S.I; dan
2. Kantor Akuntan Publik “Siswanto”, Jl. bertugas
mengaudit Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Demak H. MUGIYONO, MH dan MUHAMMAD
BADRUDDIN
KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




